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P.A.Y .E merupakan salah satu mekanisme pemungutan pajak atas gaji karyawan, yang dilakukan pada
sumber penghasilan. Mekanisme pemungutan pajak melalui P.A.Y .E. dilakukan dengan pertimbangan
kesederhanaan dan pengawasan hanya perlu dilakukan pada Pemberi Kerja. Di Indonesia atas penghasilan
yang diterimaoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan wajib dipotong PPh pasal 21 oleh Pemberi
Kerjauntuk selanjutnya disetor ke kas negara.

Dalam kenyataannya, sering ditemukan adanya penundaan penyetoran PPh pasal 21 yang sudah dipotong
oleh pemotong pajak, tindakan merupakan salah satu bentuk tax avoidance yang dilakukan dengan
melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 ?NIHIL? dan menunda penyetoran pajaknya sampai dengan akhir tahun
takwim. Dengan demikian kewagjiban perpajakan PPh pasal 21 yang seharusnya dilakukan pada setiap masa
pajak menjadi tertunda bahkan tindakan WP ini cenderung merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak
yang membebani administrasi di kantor pajak sehingga tujuan pemotongan pajak untuk mempercepat
pengumpulan pajak tidak tercapai serta penerimaan pajak menjadi belum optimal.

Selain itu hal yang perlu mendapat perhatian DJP adalah penentuan tax relief yang berlaku saat ini. Tax
relief berupa PTKP, biaya jabatan, iuran pensiun menurut Wajib Pajak semestinya diperhatikan menurut
kondisi yang berlaku saat ini sehingga mampu memberikan rasa keadilan memungut pajak. Kondisi ini
kurang wajar dirasakan oleh Wajib Pajak dalam hal PTKP misalnya untuk Wajib Pajak dengan status kawin
hanya diberikan tambahan kurang dari 10% dari Wajib Pgjak sendiri. Hal ini tentunya belum cukup untuk
memenuhi kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu ada tranparansi dan penelitian yang lebih mendalam
dalam penentuan besarnyatax relief.

Ketentuan pasal 21 menurut UU PPh mewajibkan pemungutan pajak melalui pemberi kerja khususnya
berhubungan dengan pembayaran penghasilan berupa gaji karyawan baik yang diterima Wajib Pgjak Dalam
Negeri atau diterima Wajib Pajak Luar Negeri. Mekanisme perhitungan untuk withholding tax ini lebih rinci
diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 545/PJ2000 tanggal 29 Desember 2000 dan telah
diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : 15/PJ2006 tanggal 23 Pebruari 2006 mengenai petunjuk

pel aksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Pemberian tax relief dalam ketentuan perpajakan saat ini
diberikan dalam beberapa bentuk antaralain pertama biaya Jabatan, hanya diberikan terhadap pegawai tetap
yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan
sgjumlah Rp 1.296.000,00 ( satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp
108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah). Keduatax relief diberikan dalam bentuk biaya pensiun sebesar 5%
(lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan
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sgjumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh
enam ribu rupiah ) sebulan. Ketiga Penghasilan Tidak Kena Pgjak (PTKP) yang besarnya Rp 13.200.000,00
(tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wgjib Pajak , tambahan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus
ribu rupiah) untuk Wajib Pgjak Kawin dan tambahan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
tanggungan Wajib Pgjak maksimum 3 (tiga) orang.

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis yaitu
menggambarkan, menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan data yang ada seperti situasi yang
dialami, dengan melakukan teknik interview dan hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak
atau suatu proses yang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan
yang menampak dan kondisi lainnya. Penelitian ini menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari
wawancara dengan key informan studi kepustakaan, mempelgjari peraturan perpajakan dan laporan.

Dari hasil analisis penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Ketentuan pasal 21 menurut Undang-undang PPh
telah memenuhi prinsip P.A.Y .E, dengan menerapkan metode perhitungan end year adjustment. Penerapan
P.A.Y .E ini merupakan sistem withholding tax yang memberikan kepercayaan kepada pemberi penghasilan
untuk memotong pajak atas pembayaran ggji, upah, penggantian sehubungan dengan pekerjaan. Disamping
itu Ketentuan pasal 21 yang berlaku saat ini tidak memenuhi azas equality secara mutlak. Karena tax relief
yang ada berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan PTKP, besarnya belum sesuai dengan beban hidup
minimum Wajib Pagjak. Oleh karena itu sebaiknya ditentukan dasar perhitungan yang transparan dalam
menentukan tax relief.

Kemudian apabila ditinjau lebih dalam penerapan ketentuan pajak, ternyata masih terdapat beberapa
kelemahan (loophole) pada PPh pasal 21 sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pgjak hanya 30%
dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Beberapaloophole yang ada antara lain tidak dilakukan law enforcement
yang jelas apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau tidak ada keharusan penyampaian alamat
yang jelas atau menunda penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 sampai dengan akhir tahun. Dalam rangka
mengurangi penghindaran pajak, upaya DJP melakukan pemeriksaan, reformasi sistem dll telah dilakukan
DJP, namun hal ini belum sepenuhnya dapat mengurangi peluang penghindaran pajak. Oleh karenaitu
reformasi dibidang perpgakan sangat tepat dalam rangka meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak,
berbarengan dengan hal ini diperlukan adanya perubahan administrasi sehingga dapat mewujudkan
simplicity dan kepastian hukum.



